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ABSTRAK

Sejak di keluarkannya penerapan UU No 23 pasal 22 tahun 2011 tentang zakat
sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada muzakki di BAZNAS kabupaten
Gresik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan
data-data serta pendapat yang ada di lapangan. Data diperoleh dari hasil observasi,
dokumentasi dan wawancara kepada muzakki dan pihak BAZNAS kabupaten Gresik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana mekanisme serta pengadministrasian zakat sebagai pengurang Penghasilan
Kena Pajak di BAZNAS kabupaten Gresik. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif
dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi zakat sebagai pengurang
Penghasilan Kena Pajak di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang setiap
bulannya mencetak Bukti Sektor Zakat (BSZ) sebanyak 6.559 lembar dengan
mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan bruto, agar setiap
muzakki yang ingin dikurangkan pajaknya hanya perlu menyertakan Bukti Sektor Zakat
(BSZ) yang di keluarkan BAZNAS telah memenuhi persyaratan saat pengisian SPT
Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. sehingga dalam
pelaksanaan administratife zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak nampaknya
sudah efektif terlihat dari beberapa tahun peningkatan dana di Badan Amil Zakat
Nasional (BASNAZ) yang setiap penghasilan bruto pribadi dapat di kurangkan 2,5 %
sehingga masyarakat merasakan keuntungannya. Selain itu faktor sarana dan fasilitas
penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu realisasi, salah satunya lewat aplikasi
SIMBA sehingga meringankan BAZNAS untuk mencetak BSZ. Namun dapat diketahui
melalui beberapa indikator yaitu adanya kordinasi yang baik antara BAZNAS dan KPP
untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai
pengurang langsung pajak penghasilan yang di terapkan di kabupaten Gresik.

Kata kunci: Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak
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A. PENDAHULUAN

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan
ibadah, dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran islam
dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.t

E5Tio Ol gl iod G oS 35 5 o gl Ao (il (s 15
”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.”(At-Taubah: 103)

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat
merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam islam. Zakat dikeluarkan oleh
seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah
mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu. Hal itu
bertujuan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku. Pertama
zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan, dan
perdagangan. Kalaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito,
rumah, ataupun penghasilan, jenisnya tidaklah sebanyak pajak karena pajak diatur
melalui legalisasi pemerintah pada setiap aliran perekonomian, baik produksi,
konsumsi, maupun distribusi.?

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk kepentingan
rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk
meningkatkan pembangunan nasional dan pemerintahan, dalam arti sebagai
pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan
peran serta masyarakat. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber
penerimaan yang terdiri atas 1) Bumi, air dan kekayaan alam, 2) pajak-pajak, Bea
dan Cukai, 3) Penerimaan Negara Bukan pajak (non tax), 4) hasil perusahaan negara,
dan 5) sumber-sumber lain seperti percetakan uang dan pinjaman.® Sumber

penghasilan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai sumber penerimaan untuk

! Abdullah Shiddik, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Bumi Restu, 1992), him.113.
2 1bid., 16.
% Bohari, H, 2010, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 11 .
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mengisi kas negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan
pengamalan Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NKRI Tahun 1945.

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara
bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut
adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan
menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah
satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Setelah
persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka
persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan
dengan zakat (double taxes). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban
dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun Kkorelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai
fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena
kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak
menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ)
yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan
golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi
pemungutannya dilakukan oleh kantor pajak pratama di Kabupaten Gresik adalah
salah satu instansi pemerintah yang mengatur urusan-urusan dalam melaksanakan

aturan atau kewajiban dalam membayar Pajak.

B.PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik
a. UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
b. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU No. Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.
c. Intruksi Presiden Republik Indonesia No0.3 Tahun 2014 Tentang
Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian /Lembaga, Sekretariat
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah
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Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah melalui
Badan Amil Zakat Nasional.

d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. DJ. 11/37
Tahun 2015 Tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam No. DJ. Il / 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017-2022.

e. SK Bupati Gresik No. 451/418/HK/437.12/2017 Tentang pimpinan Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017-2022.

2. VISI, MISI DAN NILAI
VISI : Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertagwa,
Cerdas, Berdaya dan Sejahtera.
MISI
a. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang Transparan, Amanah dan
Profesional.
b. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang
berkelanjutan.
c. Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS / LAZ untuk menjadi
kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan
d. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan
BAZNAS
3. Tujuan Adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik
Dalam menjalankan tugasnya, lembaga BAZ Gresik memiliki visi
dan misi yang visinya adalah “Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat

Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera.” Maka BAZ Gresik bertekad

untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan bersama yaitu:

a. Mewujudkan organisasi BAZ yang Transparan, Amanah dan Profesional.

b. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang
berkelanjutan.

c. Memadukan potensi jaringan antara BAZ/LAZ untuk menjadi kekuatan
menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.

d. Melakukan upaya oengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZ.
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e. BAZ Gresik merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah Kabupaten
Gresik yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas yaitu
melingkupi seluruh perusahaan atau instansi (SKPD) di wilayah Kabupaten
Gresik.

Manfaat dari adanya BAZNAS Kabupaten Gresik saat ini sendiri
antara lain :

a. Pemenuhan kebutuhan konsumtif, dengan langkah sebagai berikut :

1. Mendata secara benar para mustahig utamanya fakir miskin yang ada di
wilayah Kabupaten Gresik.

2. Menyeleksi data yang telah ada dengan mempertimbangkan penghasilan
jumlah keluarga yang ditanggung juga jarak tempu tinggal dengan BAZ
Gresik.

3. Mendata asnaf selain fakir miskin yang tidak selalu ada setiap tahun,
seperti mu allaf, ghorim dan rigab.

b. Pemberdayaan usaha produktif

Salah satunya, dengan memberikan pinjaman yang bersifat produktif

(sebagai tambahan modal usaha), contoh untuk pinjaman konsumtif dibatasi

maksimal 500.000,- dan/sedangkan pinjaman produktif bisa sampai

maksimal 5.000.000,-

c. Pemberdayaan pendidikan

Ada beberapa peruntukan dari infaq yang diserahkan oleh para donator
baik yang tetap maupun yang incidental, yaitu;

1. Pengembangan dan perawatan masjid

2. Operasional masjid seperti, kebersihan masjid, dll

3. Pemberdayaan ekonomi umat

4. Pemberdayaan pendidikan berupa beasiswa

d. Adanya unsur dakwah Islam.

e. Adanya kepedulian dalam bidang kesehatan dan sosial.*

4 www.baznasgresik.com diakses pada tanggal 6 Juli 2018
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Tabel 1
Susunan Manajemen Kantor Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Gresik

NO NAMA JABATAN
1 MUHTADIN, S.H.I Kepala Kantor
2 ACHMAD KHUSNUN RIDLO, S.Pd. Bag. Pendistribusian
3 NIDA FITHRIYAH PRADANA, S.H.I Bag. Adm dan Keuangan
4 INDAH SRI WAHYUNI Sub Bag. Adm dan Keuangan
5 ABDUL KHOLIQ, S.Pd.I Bag. Pengumpulan
6 MUNANDAR, S.Pd.| Bag. Pengembangan & IT
7 M. SYAFI’UDIN Bag. Drive Ambulance
8 BIDAYATUL MASRUROH S.H.I Sub. Bag. Pendistribusian

Susunan Keanggotaan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik (BAZNAS) Periode 2017-2022
Sk Bupati Gresik No; 451/418/Hk/437.12/201
Pelindung > a. Bupati Gresik
b. Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan
c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik
:a. Dr. H. Moh. Qosim, M.Si;
b. KH. Agus Nur Muhammad,;
c. Drs. KH. Moh. As’ad Thoha, M.Ag;
d. Drs. KH. Mansoer Shodiq, M.Ag;
e. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag;
f. Dr. Abdul Chalik, M. A,
g. Khusaini, S.E., M.Si;
h. H. Muslih, HS, S.Ag; dan
i. Dr. Yetty Sri Suparyati, MM.
Ketua : Drs. H. Abd. Munif, M.Ag
Wakil Ketua | : Zainal Abidin, S.Ag., M.Fil.l.

Penasehat
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Wakil Ketua Il : Dr. M. Mudlofar, S.Pd., M.Pd

4. Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di atur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta
Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenali
Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.

Kantor BAZNAS dan KPP bekerja sama dalam melaksanakan suatu
tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Sebagai
lembaga pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pasti
mementingkan kemaslahatan umat. Inilah alasan utama undang-undang tentang
penerapan zakat sebagai pengurang pajak tersebut dilaksanakan oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bapak Kholiq selaku kepala bidang
pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik
mengatakan :

“Tentu saja dalam pandangan masyarakat tentang zakat dan pajak tidak dapat

disamakan karena pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah

kewajiban dari Allah SWT. Walaupun begitu dalam rangka untuk kebaikan

umat maka kewajiban membayar keduanya akan tetap dilaksanakan. Lagi pula

dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan”.®

Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa kedua-duanya saling berperan
penting sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik mulai
merealisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di awal tahun 2010.
Ada tenggang waktu yang panjang apabila dibandingkan dengan waktu permulaan
penetapan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya kordinasi antara instansi pengelola pajak dan pengelola zakat.
Program ini sulit untuk terlaksana karena tidak ada sinergi antara pengelola pajak

dan pemerintah Kabupaten dalam hal ini yaitu pengelola zakat (BAZ), kemudian

5 Hasil Wawancara dengan Bapak Khalig, 06 Juli, pukul 10.35 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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faktor SDM, apalagi BAZ Gresik pernah facum dan diaktifkan kembali oleh Bupati
Gresik tahun 2008. Bapak Muhtadi selaku kepala kantor Badan Amil Zakat

Nasional menambahkan :

“Di awal tahun 2010 telah ada sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) kabupaten Gresik dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Gresik dalam merealisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Bahwa wajib pajak yang akan mengurangi penghasilan kena pajak dengan
zakat harus menyertakan Bukti Setor Zakat (BSZ) lembar pertama atau
fotokopi Bukti Setor Zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik.
Hal ini disebabkan zakat dalam Undang-Undang Pajak penghasilan
diberlakukan sebagai biaya, biaya secara umum menganut sistem realisasi.
Artinya, biaya hanya boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak apabila
secara nyata berdasarkan bukti yang sah dan valid telah terdapat pengeluaran
kas”.5

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak

olen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik telah memenuhi
persyaratan Dirjen Pajak untuk dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena
pajak. Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari

Penghasilan Bruto menerangkan bahwa bukti pembayaran zakat, paling sedikit

harus memuat:

Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar.

1
2. Jumlah pembayaran.
3. Tanggal pembayaran.
4

Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga
keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Legalisir petugas bank jika pembayaran dilakukan melalui transfer rekening
bank.

Di bagian bawah lembaran Bukti Setor Zakat (BSZ) terdapat keterangan bahwa

Bukti Setor Zakat itu dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena

® Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.20 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten

Gresik
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pajak sesuai kadar yang berlaku. Hal ini untuk memberikan penegasan dan muzakki

hanya perlu menyertakan BSZ saat pengisian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Gresik.

Mekanisme zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 2
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
Di dalam peraturan tersebut dijelaskan:

a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya
pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui
transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM).

c. Bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung

d. Bukti Pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank harus ada
Validasi petugas bank.

e. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto apabila: Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada
badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan Pemerintah, dan/atau bukti pembayarannya tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku.

f. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang
bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib tersebut.

g. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan
penghasilan netto.

Sesuai uraian di atas, pemberian zakat memang dapat mngurangi pajak, karena

zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas
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sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan
yang telah disebutkan di atas telah berlaku efektif di Indonesia, demikian pula

dengan mekanisme yang telah diatur.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
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Gambar 1 : Contoh SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

|2
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RUPa

Gambar 2 : Contoh SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Dari mekanisme diatas Bapak Muhtadi selaku kepala kantor di Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik, mengatakan :

“Begini ya pak kalau dalam prakteknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Gresik telah mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) tiap bulannya sebanyak
6.559 muzakki yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Meskipun tidak
mengurangi pajak secara langsung, namun muzakki dapat merasakan manfaatnya.
Pengurangan yang lebih signifikan dapat dirasakan oleh wajib pajak penghasilan
profesi” .

7 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.20 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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= Samogs Allsh SWT membalas aps saja yang teleh kamu keluarken dan Allah
SWT memberikan berkah pada harts yang masin torsiea

Bukti Setor Zakat E
Nomor Lembar

3 20/04/14/km/2/0000001
BAEEAS Untuk Arsip BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasionel

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Gresi

Gambar 3 : BSZ yang dikeluarkan BAZNAS penerimaan zakat penghasilan.

Meskipun dari 6.559 Muzakki dan 18.008 Mustahik dari pihak Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) sendiri tidak memiliki daftar nama setiap seorang muzakki yang
mengurangkan penghasilan kena pajaknya sendiri. Akan tetapi dari pihak Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) sudah menfasilitasi dengan mencetak lampiran bukti sektor
zakat setiap bulannya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Noval selaku asisten staf
kepala bagian Admistrasi, SDM dan Umum di kantor Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) kabupaten Gresik membenarkan :

“Bahwa kita mempunyai data untuk seseorang siapa saja yang membayar zakat tapi
untuk data siapa saja yang menggunakan pengurang pajak kami tidak memiliki
karena itu tergantung mereka sendiri, namun dari pihak BAZNAS sendiri sudah
berbagai sosialisasi untuk memberikan informasi ketika memberikan bukti sektor

zakat kepada muzakki tapi untuk selebihnya tergantung seorang muzakki apa

digunakan atau tidak karena itu wewenang mereka sendiri”.®

Peran BAZNAS Kabupaten Gresik dan BAZNAS lainnya dalam regulasi zakat
sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas mencetak Bukti Setor Zakat.
Oleh karena itu fungsi controlling dalam regulasi ini kurang terlihat, tetapi BAZNAS
akan selalu memberikan informasi kepada muzakki ketika pengurus BAZNAS
memberikan Bukti Setor Zakat. Pihak BAZNAS telah berusaha agar regulasi ini dapat
diterapkan. Wajib pajak yang rasional tentu akan menyertakan Bukti Setor Zakat pada

& Hasil Wawancara dengan Bapak Noval,07 Juli, pukul 10.00 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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saat pelaporan SPT tahunan pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada mereka
sendiri meskipun pengurangan tersebut menurut pandangan orang tidak begitu
signifikan, namun dengan memanfaatkan pengurangan tersebut berarti wajib pajak turut
serta mengimplementasikan regulasi yang ada. Karena tanpa adanya implementasi,
regulasi yang sangat baik tersebut akan sia-sia. Seperti yang dikatakan Bapak Muhtadi
selaku kepala kantor BAZNAS :

“Meskipun belum sepenuhnya masyarakat belum memahami bahwa zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak pak tapi kita Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) akan bersilaturrahmi ke Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk
kedepannya masyarakat gresik agar jararan pegawai KPP Pratama Gresik dan
Pemerintah Kabupaten Gresik lebih meningkatkan untuk memberikan sosialisasi
tentang zakat pengurang pajak baik secara langsung maupun lewat media.
Sosialisasi yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi
banyak hal diantaranya kita melakukan sosialisasi melalui radio, majalah baznas
serta memasang bunner, pumflet dan melalui media sosial akun web Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) di internet, kita melakukan sosialisasi melalui radio,
majalah baznas serta memasang bunner, pumflet dan melalui media sosial akun
web Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di internet. °

Faktor sarana dan fasilitas penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu realisasi.
Dalam realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini, peran BAZNAS
Kabupaten Gresik adalah megeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Untuk
memaksimalkan perannya ini BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan bantuan
aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen informasi BAZNAS). Aplikasi yang dibuat untuk
manajemen informasi zakat ini mempunyai banyak fitur, salah satunya yaitu mencetak
Bukti Sektor Zakat. SIMBA sebenarnya telah didesain dengan baik, sehingga seluruh
laporan keuangan zakat telah memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, termasuk
Bukti Setor Zakat yang dicetak telah memenuhi Peraturan Direktur Jendral Pajak
Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto. Seperti yang diungkapkan ibu Indah :

“Sebenarnya Mencetak BSZ melalui aplikasi SIMBA ini sangat mudah yaitu hanya
memastikan komputer telah tersambung jaringan internet dan komputer telah
terhubung dengan mesin printer, kemudian dalam apliksi SIMBA hanya memilih
muzakki pada daftar muzakki kemudian memilih menu cetak Bukti Setor Zakat.

9 Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.00 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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Setelah print out BSZ keluar, pengurus hanya perlu menammbahkan tanda tangan
dan stempel BAZNAS Kabupaten Gresik. Kemudahan mencetak Bukti Setor Zakat
tersebut telah diakui oleh beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik. Mereka
sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMBA. Mencetak BSZ lebih mudah,
sebelum adanya SIMBA, mereka harus mengetik manual setiap item yang ada di
format BSZ pada Microsoft excel”.*

Penggunaan aplikasi SIMBA dalam manajemen informasi zakat tepat sekali karena
memberikan kemudahan, termasuk mencetak Bukti Setor Zakat. Dalam kaitannya
dengan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pengguanaan aplikasi
SIMBA hanya dalam ruang lingkup BAZNAS saja, muzakki yang menghendaki
pengurangan penghasilan kena pajak harus menyertakan Bukti Setor Zakat tersebut saat
pelaporan SPT Tahunan pajak. Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi Email-Filling
yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak
dengan cara online. Namun penggunaannya hanya sebatas pada perpajakan saja. Inilah
yang diharapkan adanya aplikasi yang terintegrasi antara BAZNAS dan otoritas pajak di
kemudian hari, sehingga muzakki yang notabene wajib pajak ketika telah membayarkan
zakat pada BAZNAS maka muncul notifikasi dan secara otomatis nominal zakat yang

dibayarkan telah termuat di dalam SPT Tahunan pajak.

NPWZ : 352530010000245
NIDA FITHRIYAH PRADANA, S.H

TERDAFTAR : 3/24/2014
Zakat Sucikan Harta dan Jiwa

Gambar 4 : kartu NPWZ BAZNAS kabupaten Gresik

BAZNAS juga bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas
pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. BAZNAS juga menerbitkan
kartu NPWZ yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM. Selain

untuk pembayaran, data muzakki dan data history pembayaran zakat muzakki dapat

10 Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, 07 Juli, pukul 08.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzakki dalam
menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

SIMBA sendiri lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan
November 2011- Januari 2012, kemudian rancangannya disempurnakan dan
direalisasikan mulai 1 Januari 2013. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Gresik mulai menggunakan aplikasi SIMBA pada awal tahun 2014 setelah
mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Propinsi Jawa Timur
bersama BAZNAS Kabupaten se-Jatim dan beberapa LAZ di akhir tahun 2013. Ketika
pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gresik mendapat
Penghargaan Nasional yaitu: Penggunaan Aplikasi SIMBAZNAS oleh Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat dan penghargaan yang diraih oleh Bupati Gresik
sebagai Pembina Aktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab/Kota.

Gambar 5 : Contoh Aplikasi SIMBA di BAZNAS kabupaten Gresik

Realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain dapat
meringankan beban zakat muzakki, regulasi ini diharapkan mempunyai dampak
terhadap peningkatan penerimaan zakat dan pajak. Dalam penerimaan dana zakat
BAZNAS Kabupaten Gresik dari tahun 2010 - 2017 terjadi peningkatan yang
signifikan. Tahun 2010 BAZNAS Kabupaten Gresik telah menerima Rp. 111.044.00,
tahun 2011 menerima Rp. 353.482.800, tahun 2012 mendapatkan Rp. 777.583.5489,
tahun 2013 berhasil mengumpulkan dana zakat Rp. 1.980.412.882 dan di tahun 2014
mengumpulkan Rp. 2.631.784.738. Tahun 2015 mengumpulkan Rp. 3.993.396.689. di
tahun 2016 juga meningkat Rp. 5.088.358.446 hingga akhir tahun 2017 meningkat
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dengan pesat hingga terkumpul dana zakat mencapai Rp. 6.554.704.240 bisa terlihat
dari grafik peningkatan di bawah ini :

Contoh 1: wajib pajak orang pribadi

Bapak solikin seorang pegawai swasta dengan gaji Rp. 2.000.000,- per bulan ia

mempunyai istri dan 3 orang anak . cara menghitungnya sebagai berikut:

Penghasilan bruto 12 x Rp. 2.000.000,- Rp. 24.000.000,-

Biaya jabatan 5% x 24.000.000,- Rp. 1.200,000,-

Penghasilan netto sebelum zakat Rp. 22.800,000,-

Zakat yang harus di bayar 2.5% x 22.800,000,- Rp. 570,000,-

Penghasilan netto setelah zakat Rp. 22.230.000

PTKP K/3

1. Wajib pajak Rp. 12.000.000,-

2. Tambahan untuk wajib kawin Rp. 1.200.000,-

3. Tambahan untuk anggota keluarga 3 x Rp. 1.200.000 Rp. 3.600.000,-

Penghasilan netto setelah pajak Rp. 16.800.000,-

Penghasilan netto zakat — PTKP K/3 Rp. 22.230.000,-
Rp. 16. 800.000,-
Rp. 5.430.000,-

PPh terutang yang harus di bayar 5% x Rp 5.430.000 Rp. 271.500,-

Dari contoh perhitungan diatas bisa kita bandingkan keuntungan antara muzakki
yang sudah membayar zakat memanfaatkan langsung atau dengan membayar zakat dan
pajak tersendiri tanpa memanfaatkan mekanisme dari realisasi zakat sebagai pengurang
pajak. Sehingga bagi setiap wajib pajak seperti contoh perhitungan diatas tetap
terakomodir hak yang bersangkutan untuk mengurangi penghasilan brutonya dengan
zakat atas penghasilannya agar tidak menyalahi rasa keadilan dalam pemajakan
sehingga lebih menguntungkan muzakki tersendiri, jika muzakki sendiri memilih untuk
membayarkan pajaknya langsung tanpa membayar zakat terlebih dahulu maka muzakki
tidak bisa merasakan keuntungan yang tersendiri ibarat kalau kita membayar terlebih

dahulu pajak baru zakat tentu seseorang tidak akan menguntungkan bagi mereka.

11 Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Gresik
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Sehingga dalam mengambil langkah pemerintah menetapkan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak di kabupaten Gresik ini merupakan langkah yang
baik sehingga meringankan sedikit beban seseorang untuk membayarkannya.

5. Pelaksanaan Efektivitas Administrasi Zakat Sebagai Pengurang
Penghasilan Kena Pajak
Realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS

Kabupaten Gresik masih belum kondisional bagi masyarakat untuk memahaminya,
tetapi sudah bisa efektif. Bisa dilihat dari rekapitulasi pendistribusian dana ZIS di
BAZNAS kabupaten Gresik periode Januari sampai Desember tahun 2017 kemarin
yang disalurkan kepada masyarakat dalam program Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik
Berdaya, Gresik Peduli, Gresik Tagwa yang bisa dilihat di lampiran, serta kebanyakan
dari seorang muzakki yang memanfaatkannya dari kalangan pegawai PNS yang
memahami untuk pemanfaatannya.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Noval selaku asisten staf kepala bagian
Admistrasi, SDM dan Umum di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
kabupaten Gresik mengatakan :

“Bisa dapat dilihat pak dari beberapa indikator yaitu dari sebanyak 6.559 muzakki itu
yang mendapatkan bukti sektor zakat telah memanfaatkan untuk digunakan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak hampir bisa dikatakan 85 % sudah efektif
memanfaatkannya tetapi belum maksimal. Karena kebanyakan mayoritas penduduk
kawasan perkotaan yang memahami untuk memanfaatkan dan sebagian masih ada yang
belum memanfaatkannya karena beberapa faktor seperti tidak mengetahui bagaimana
mekanismenya lalu ada yang sistem pembayaran pajaknya itu di lakukan oleh pihak
perusahaan tempat bekerjanya sehingga mereka itu sudah terima beresnya gitu aja pak,
selain itu juga di lihat kordinasi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS dan KPP
Pratama Gresik juga paling penting, seperti sarana dan fasilitas sudah mendukung, dan
sosialisasi intensif yang dilakukan oleh BAZNAS untuk ditingkatkannya agar menjadi
lebih efektif lagi supaya muzakki itu menjadi totalitas dalam keefektivisannya
memanfaatkan regulasi zakat sebagai pengurang pajak . *2

Dari peningkatan dana yang diperolen Badan Amil Zakat Nasional ada
perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena itu
perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut penulis uraikan perhitungan zakat

sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Seperti yang diungkapkan bapak Noval
selaku staf kantor BAZNAS kabupaten Gresik mengatakan:

12 Hasil Wawancara dengan Bapak Noval, 07 Juli, pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
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“Jadi begini pak setiap seorang muzakki yang telah membayar zakat pasti akan
menerima lampiran Bukti Sektor Zakat (BSZ). Saat ingin membayar pajak lampiran
tersebut bisa di lampirkannya sehingga para muzakki bisa terkurangi dengan zakat yang
telah di bayarkannya. Bisa di ketahui dari keterangan beberapa seorang muzakki baik
perorangan maupun suatu badan. Sebagai contoh suatu lembaga PT. Swabina Gatra
yang telah memanfaatkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal
ini di tuturkan oleh salah satu staf kantor setelah beberapa waktu yang lalu bersosialisasi
di PT. Swabina Gatra sehingga pihak perusahaan mengetahui dan langsung
memanfaatkannya. Dilihat dari sosialisasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) di
perusahaan tersebut.!3

Perusahaan PT. Swabina Gatra telah menyalurkan setiap zakat
perusahaannya secara langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
kabupaten Gresik. Ketika pelaporan SPT Tahunan Pajak di tahun berikutnya, kami
laporkan setiap item pendapatan dan beban termasuk zakat yang telah kami bayarkan.
Dengan menyertakan Bukti Setor Zakat, zakat bisa dikategorikan sebagai biaya yang
dikeluarkan perusahaan yang dapat menjadi pengurang dalam menentukan berapa
penghasilan kena pajaknya. Sementara untuk muzakki perseorangan ada Pak kaseli di
bulan Februari kemarin, beliau membayarkan pajak penghasilannya di KPP Pratama
Gresik mengatakan :

“Saya ini baru pertama kali pak kesini membayarkannya langsung biasanya itu ya sudah
di potong langsung berapa pajak dan zakat saya gitu saja...., tapi kalau sekarang di suruh
datang langsung membayarkannya karena aturan penetapatan Guru sertifikasi sekarang
itu di suruh langsung bayarnya . mangkanya saya jauh-jauh kesini juga beserta istri
saya. Pada saat saya menyerahkan SPT tinggal menuliskan jumlah zakat yang saya
bayarkan kemudian saya sertakan saja bukti sektor zakatnya itu saja yang saya lakukan
pak”. 1

Dari penjelasan beberapa muzakki bahwa mereka telah melaksanakan
kewajiban untuk membayarkannya tepat waktu sehingga mereka merasakan manfaat
keringanan dari realisasi zakat sebagai pengurang zakat di kabupaten Gresik. Dari
seseorang membayar zakat dan pajak tertera tarif pemotongan tersendiri tarif pajaknya

seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Tarif Pajak Pasal 17

13 Hasil Wawancara dengan Bapak Noval, 07 Juli, pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten
Gresik
14 Kaseli, Wawancara muzakki, Gresik, 17 Juli
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Lapisan PKP Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2 adalah tarif pajak yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak dalam
menghitung pajak secara umum maupun pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena
Pajak.

Tabel 3
Penghasilan Netto Wajib Pajak Badan Atau Pribadi.

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi)
= penghasilan netto — PTKP

= penghasilan bruto — (biaya yang diperkenankan UU PPh) — PTKP

Penghasilan Kena Pajak (WP badan)
= penghasilan netto — PTKP

= penghasilan bruto — (biaya yang diperkenankan UU PPh)

Tabel 3 adalah Penghasilan netto Wajib Pajak badan atau pun Wajib Pajak orang
pribadi yang diperkenankan Undang-Undang PPh.

Dalam data penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten dari tahun 2010 ke tahun 2017 yaitu semenjak diterapkan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak terjadi peningkatan. Namun realisasi zakat sebagai
pengurang penghasilan ini  bukan menjadi satu-satunya faktor peningkatan
pengumpulan zakat jika melihat tren pengumpulan zakat selama tujuh tahun terakhir.
Untuk mengetahui faktor—faktor yang menjadikan peningkatan begitu signifikan baik
itu sebelum maupun setelah realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

diterapkan.
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C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-Undang No0.36 tahun 2008 zakat dapat menjadi
pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda
kewajiban yang harus di bayar. Maka dalam mekanismenya zakat menjadi
pengurang penghasilan kena pajak di kantor Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) setiap bulan mencetak Bukti Sektor Zakat (BSZ) sebanyak 6.559
lembar dengan mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan
bruto, agar setiap muzakki yang ingin dikurangkan pajaknya hanya perlu
menyertakan Bukti Sektor Zakat (BSZ) saat pengisian SPT Tahunan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik.

2. Dalam pelaksanaan efektifitas administratife zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak nampaknya sudah efektif terlihat dari beberapa tahun
peningkatan dana di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) yang setiap
penghasilan bruto pribadi dapat di kurangkan 2,5 % sehingga masyarakat
merasakan keuntungannya. Selain itu faktor sarana dan fasilitas penunjang juga
penting dalam pelaksanaan suatu realisasi, salah satunya lewat aplikasi SIMBA
sehingga meringankan BAZNAS untuk mencetak BSZ. Meskipun banyak
masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut khusunya
masyarakat kabupaten Gresik, maka peran BAZNAS dan KPP tahun 2018 lebih
meninggkatkan sosialisasi kepada masyarakat lewat radio, majalah, sosial

media,banner.
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